
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pengabean Kecamatan Dukuhturi
Kabupaten Teg-a.l.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa.

6. Pendapatan desa adalah hak Pemerintah Desa, yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.

7. Keapala Desa Pengabean adalah Pemimpin Penyelenggara Pemerintahan
di Desa Pengabean Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah
Sebagai Lembaga Legalisasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan
Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Desa dan
Peraturan Kepala Desa Pengabean.

9. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

10. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat
mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan
kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintah,
Pembangunan dan Kemasyarakatan.

1 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya
disingkat RPJM - Desa adalah Dokumen Perencanaan untuk Priode
6 (Enam) tahunan yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa,
arah Kebijakan Keuangan Desa, Kebijakan Umum, Program, Program
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan Program
Proritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa
adalah Dokumen Perencanaan untuk priode I (satu) tahun yang
merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rencana kerangka
Ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang
dimutakhirkan, program prioritas Pembanguna Desa, rencana kerja dan
pendanaan serta perakiraan majau, baik yang dilaksanakan langsung
oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipatip masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja
Pemerintah (RKP).

13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat
LPM-Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai


